PEMERINTAI KABUPATEN TANAT BUMBLU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alarriat | Julan Dharma Pras Ounung Tingn Matabemn Telp (08I MTO0A08 Fax 108 18] 752604
Kabupaten Tanah Pumtbas Kosle e ™) 7| Emar lispmptap ) | Bigmal com
Prowvme Lalirmantan S=laran

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMRBU
NOMOR : R/510.4/ (a6 /DPMPTSP.P.2/VIIN/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINT (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SEJAHTERA DESA MEKAR JAYA
KECAMATAN ANGSANA KANUPATEN TANAH DUMDU

Menimbang

Mengingat

BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Satuan PAUD TK
Sejahtera No. 421.1/012/TP.PKK/MJ/TK.SJ/VIIIf2021. Tanggal
02 Agustus 2021;

bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
B/421.1/9957 /Disdikbud-UD1/VIII/2021. Tanggal 05 Agustus
2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pemberian lzin Operasional Satuan PAUD TK Scjahtera
Desa Mckar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yvang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 3851;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4301},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Komor 4437), sebagaimana telah dirubah bebernpa kall dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
Kedua Ats Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indonesia Nomaor 4844,
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234;

Peraturan Pemerintah Nemor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Ncgara Republik

Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 I?Ir_u;‘mg ‘;ol'gg
' baran Republik Indonesia Tahun )
Belajar (Lem Negara KRep Republik Indonesia

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan t_l.cmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran N‘cg;:l'}l:
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diu
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 lentang
Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nemer 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sckolah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahpn_
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nemor 1950);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008
Nomor 20J;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun
2011 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok
dan Susunan COrganisasi Lembaga Teknis Daecrah Kabupaten
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomeor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor G2);

17. Peraturan Bupati. ..

=

dal dengan CamScanner

Dipain



Jauuesswer) uebuap epuidig

- ‘)

17. Peraturan By

2016 pati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun
16 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

- Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPAT! TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

Y ::;m.u Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumby,

2,

p

SATUAN PAUD TK SEJAHTERA DESA MEKAR JAYA KECAMATAN
ANGSANA KABUPATEN TANAH BUMBU.

: Pemberian Izin Operasional Satuan PAUD TK Sejahtera Desa Mekar
Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.,

: Guna ke]engkapah serta mendukung proses kegiatan belajar
mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-
hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga

pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu
diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,

2. Mempersiapkan tenaga edukatil yang diperlukan sesuai dengan

kurikulum yang berlaku,

3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai
kebutuhan,

: Izin Operasional Satuan PAUD TK Sejahtera berlaku selama
pendidikan anak usia dini masih melaksanakan kegpatannya sesuai
dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat
keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Batulicin
Pada tanggal : | § AUG 2021

HWPETI TANAH BUMBU
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